BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 3! TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI REJANG LEBONG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kedudukan,
susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Rejang Lebong berdasarkan perkembangan keadaan dan
peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Bupati
Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Rejang Lebong perlu diubah untuk disesuaikan;

b. bahwa untuk melaksanakan kepentingan sebagaimana
dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Rejang Lebong tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2023
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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Menetapkan

4. Undang-Undang Nomdr 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6897);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang
Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan
Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2854);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan
Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan
Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 525);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021
tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 885);

12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 02 Tahun 2018
(Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018
Nomor 133);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 7
Tahun 2022 tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah
Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022 Nomor 170).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN REJANG LEBONG




Pasal I'

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 1 Tahun
2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong
(Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 700) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 180 diubah, sehingga Pasal 180
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 180

(1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai
tugas membantu Bupati dalam Omelaksanakan Urusan Pemerintahan
bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang
menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan
kepada Daerah.

(2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;

pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan
tugas dan fungsinya

b
c:
d.
e

2. Ketentuan Pasal 181 diubah, sehingga Pasal 181 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 181

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahi :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Kelompok Jabatan Fungsional.
c. Unit Pelaksana Teknis; dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Ketentuan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 182 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 182

(1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 181 huruf a, dipimpin oleh Kepala Dinas yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 huruf b, dipimpin
oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.

(3) Dihapus.

(4) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 huruf d
dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.




4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 183 diubah, sehingga Pasal 183
berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 183

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan

Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu

satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan

yang diberikan kepada Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala

Dinas mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan lingkup penanaman modal dan pelayanan
terpadu satu pintu;

b. pelaksanaan kebijakan lingkup penanaman modal dan pelayanan
terpadu satu pintu;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup penanaman modal dan
pelayanan terpadu satu pintu;

d. pelaksanaan administrasi Dinas lingkup penanaman modal dan
pelayanan terpadu satu pintu; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan
tugas dan fungsinya

5. Ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 184 diubah, sehingga Pasal 184
berbunyi sebagai berikut:

(1)
(2)

(3)

(4)

()

Pasal 184

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas

melaksanakan kegiatan di lingkup kesekretariatan yang meliputi

pengelolaan umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan dan

program, pengelolaan data, informasi dan evaluasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Sekretaris mempunyai fungsi:

a. pengoordinasian penyusunan rencana dan program Kkerja
kesekretariatan dan Dinas;

b. pengoordinasian perumusan kebijakan lingkup kesekretariatan dan
Dinas;

c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan lingkup kesekretariatan dan
Dinas;

d. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup
kesekretariatan dan Dinas;

e. pengoordinasian pelaksanaan administrasi lingkup kesekretariatan
dan Dinas; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan
tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dan ayat (3), Sekretaris membawahi:

a. Sub Bagian Umum; dan

b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dipimpin oleh Kepala

Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada

Sekretaris.




6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 185 diubah, sehingga Pasal 185
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 185

(1) Kepala Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat
(5), mempunyai tugas lingkup pelayanan administrasi umum dan
kepegawaian.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Sub Bagian Umum mempunyai fungsi :

a. penyusunan bahan kebijakan operasional lingkup administrasi umum
dan kepegawaian;

b. pelaksanaan kebijakan lingkup administrasi umum dan kepegawaian;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup administrasi umum dan
kepegawaian;

d. pelaksanaan administrasi lingkup pelayanan administrasi umum dan
kepegawaian; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan
tugas dan fungsinya.

7. Ketentuan Pasal 186 dihapus.
8. Ketentuan Pasal 187 dihapus.
9. Ketentuan Pasal 188 dihapus.
10. Ketentuan Pasal 189 dihapus.

11. Diantara Pasal 189 dan Pasal 190, disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal
189A, Pasal 189B dan Pasal 189C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 189A

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181
huruf d, terdiri dari koordinator Kelompok Jabatan Fungsional dan
Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
terdiri dari kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal dan
Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 189B

(1) Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 189A, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
Kepala Dinas lingkup penyelenggaraan penanaman modal.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

a. pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana
strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup
daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;

b. pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan
penanaman modal lingkup Daerah;

c. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup
Daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman
modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing
penanaman modal lingkup Daerah;

d. penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promogi
penanaman modal lingkup Daerah; ————




e. perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar
negeri;

f. penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman
modal;

g. pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan
sektor usaha dan wilayah;

h. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan
penanaman modal, dan pendampingan hukum;

i. pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan
penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan
peraturan perundang-undangan;

J. pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi
penanaman modal;

k. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah
teknis terkait perencanaan, deregulasi, dan pengembangan iklim
penanaman modal lingkup Daerah berdasarkan sektor usaha; dan

l. penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi,
pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan
penanaman modal pada sistem teknologi informasi (secara elektronik)
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 189B

(1) Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai
tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup
penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu
menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan
pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan;

c. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan
pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;

d. pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan
perizinan berusaha dan nonperizinan;

e. pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan
perizinan dan nonperizinan;

f. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan
nonperizinan;

g. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat
daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan
nonperizinan; dan

h. pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan
masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat,
dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Ketentuan ayat (2) Pasal 341 diubah, sehingga Pasal 341 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 341
(1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati

dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa
dan politik yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.




(2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

a.

)

g.

perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di
wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi pancasila dan
wawasan kebangsaan, penyelenggaraanan politik dalam negeri dan
kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan
budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat
beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan
organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional
dan penanganan konflik di wilayah kabupaten sesuai ketentuan
perundang-undangan,;

" pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi pancasila dan

wawasan kebangsaan, penyelenggaraanan politik dalam negeri dan
kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan
budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat
beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi
kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan
penanganan konflik di wilayah kabupaten sesuai ketentuan
perundang-undangan;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi pancasila dan
wawasan kebangsaan, penyelenggaraanan politik dalam negeri dan
kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan
budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat
beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi
kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan
penanganan konflik di wilayah kabupaten sesuai ketentuan
perundang-undangan;

pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten,;
pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

13. Ketentuan Pasal 342 diubah, sehingga Pasal 342 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 342

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :

Kepala Badan;

Sekretariat membawabhi:

1. Sub Bagian Umum dan Kepagawaian.

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa;

Bidang Politik Dalam Negeri;

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi
Kemasyarakatan;

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;

Unit Pelaksana Teknis; dan

a.
b.

c.
d.

o

f.
g.
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

14. Ketentuan Pasal 344 diubah, sehingga Pasal 344 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 344

(1) Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan
memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan,
menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan di bidang
kesatuan bangsa dan politik sesuai ketentuan perundang-undangan::




(2) Untuk melaksanakan tugas sebagairhana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Badan menyelenggarakan fungsi:

a.

th A

g.

perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di
wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi pancasila dan
wawasan kebangsaan, penyelenggaraanan politik dalam negeri dan
kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan
budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat
beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan
organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional
dan penanganan konflik di wilayah kabupaten sesuai ketentuan
perundang-undangan,;

pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi pancasila dan
wawasan kebangsaan, penyelenggaraanan politik dalam negeri dan
kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan
budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat
beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi
kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan
penanganan konflik di wilayah kabupaten sesuai ketentuan
perundang-undangan,;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi pancasila dan
wawasan kebangsaan, penyelenggaraanan politik dalam negeri dan
kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan
budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat
beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi
kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan
penanganan konflik di wilayah kabupaten sesuai ketentuan
perundang-undangan,;

pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten;
pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

15. Ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 345 diubah, sehingga Pasal 345
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 345

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.

(2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas
membantu Kepala Badan dalam memberikan pelayanan administratif di
lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Sekretaris mempunyai fungsi:

a.

b.

C.

koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di Lingkungan
Badan Kesatuan Kesatuan Bangsa dan Politik;

pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik;

pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan
asset di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

pengelolaan urusan aparatur sipil Negara di Lingkungan Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik;

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.



(4)

(S)

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dan ayat (3), Sekretaris membawahi Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian.

Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dipimpin oleh Kepala
Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Sekretaris.

16. Ketentuan Pasal 346 diubah, sehingga Pasal 346 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 346

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 345 ayat (5), mempunyai tugas melaksanakan urusan

persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat,

protokol, perlengkapan dan rumah tangga, asset serta pengelolaan

kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. pengelolaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan dan kearsipan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

b. pengelolaan dan pelayanan administrasi perlengkapan dan
kerumahtanggaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

c. pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik; dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan
tugas dan fungsinya.

17. Ketentuan Pasal 347 dihapus, sehingga Pasal 347 berbunyi sebagai berikut:

(1)
(2)

(3)

Pasal 347

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dipimpin
oleh seorang Kepala Bidang.
Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas
melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Poltik
kabupaten di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter
bangsa, pembauran kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan sejarah
kebangsaan serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh
kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang ideologi, wawasan
kebangsaan dan karakter bangsa.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai

fungsi:

a. penyusunan program Kkerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan,
bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka
tunggal ika, dan sejarah kebangsaan di wilayah kabupaten;

b. perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan,
bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka
tunggal ika, dan sejarah kebangsaan di wilayah kabupaten;

c. pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela
negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal
ika, dan sejarah kebangsaan di wilayah kabupaten;

d. pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela
negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal
ika, dan sejarah kebangsaan di wilayah kabupaten;




€.

g.

pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Badan berkenaan
dengan tugas dan fungsi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan,
bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka
tunggal ika, dan sejarah kebangsaan di wilayah kabupaten;
pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap
pelaksanaan tugas di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela
negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal
ika, dan sejarah kebangsaan di wilayah kabupaten; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

18. Ketentuan Pasal 348 dihapus, sehingga Pasal 348 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 348

(1) Bidang Politik Dalam Negeri dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

(2) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan di bidang pendidikan politik,
etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan
pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan
umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di wilayah
Kabupaten, serta bertanggungjawab memimpin pelaksanan seluruh
kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang politik dalam negeri.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai fungsi :

3)

a.

penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya
politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan,
perwakilan dan partai politik, pemantauan pemilihan
umum/pemilihan umum kepala daerah, dan perkembangan situasi
politik di wilayah kabupaten;

penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan
politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi
kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik,
pemantauan pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, dan
perkembangan situasi politik di wilayah kabupaten;

pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya
politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan,
perwakilan dan partai politik, pemantauan pemilihan umum/
pemilihan umum kepala daerah, dan perkembangan situasi politik di
wilayah kabupaten,

pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya
politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan,
perwakilan dan partai politik, pemantauan pemilihan
umum/pemilihan umum kepala daerah, dan perkembangan situasi
politik di wilayah kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Badan berkenaan
dengan tugas dan fungsi di bidang pendidikan politik, etika budaya
politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan,
perwakilan dan partai politik, pemantauan pemilihan
umum/pemilihan umum kepala daerah, dan perkembangan situasi
politik di wilayah kabupaten;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan
politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi
kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik,
pemantauan pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, dan
perkembangan situasi politik di wilayah kabupaten; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.




19. Ketentuan Pasal 349 dihapus, sehingga Pasal 349 berbunyi sebagai berikut:

(1)
(2)

(3)

Pasal 349

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi
Mesyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas
melaksanakan sebagaian tugas Kepala Badan di bidang ketahanan
ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan
narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat
kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi
dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing serta
bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan
dan administrasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama
dan organisasi kemasyarakatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi

Mesyarakat mempunyai fungsi :

a. penyusunan program Kkerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial
budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi
kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan, serta
pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi
sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah
kabupaten;

b. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan
ekonomi, sosial budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan
narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat
kepercayaan, serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi
dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di
wilayah kabupaten;

c. pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya,
fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan
umat beragama dan penghayat kepercayaan, serta pendaftaran ormas,
pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas,
pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten;

d. pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya,
fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan
umat beragama dan penghayat kepercayaan, serta pendaftaran ormas,
pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas,
pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten;

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan
ekonomi, sosial budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan
narkotika, fasilitasi kerukunan wumat beragama dan penghayat
kepercayaan, serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi
dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di
wilayah kabupaten;

f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan
dengan tugas dan fungsi di bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya,
fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan
umat beragama dan penghayat kepercayaan, organisasi masyarakat di
wilayah kabupaten; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.




20. Ketentuan Pasal 350 dihapus, sehingga Pasal 350 berbunyi sebagai berikut:

(1)
(2)

Pasal 350

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dipimpin oleh
seorang Kepala Bidang.
Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas
melaksanakan sebagain tugas Kepala Badan di bidang kewaspadaan dini,
kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan
lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitasi
kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di wilayah
kabupaten serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh
kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang kewaspadaan nasional
dan penanganan konflik.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai

fungsi :

a. penyusunan program Kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama
intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga
asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitasi kelembagaan
bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di wilayah kabupaten;

b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan
dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing
dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitasi
kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di
wilayah kabupaten;

c. pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama
intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga
asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitasi kelembagaan
bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di wilayah kabupaten;

d. pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama
intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga
asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitasi kelembagaan
bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di wilayah kabupaten;

e. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan
dengan tugas dan fungsi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama
intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga
asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitasi kelembagaan
bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di wilayah kabupaten;

f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang
kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing,
tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar
Negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan
konflik di wilayah kabupaten; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

21. Ketentuan struktur organisasi pada Lampiran diubah.

Ketentuan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada lampiran
Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong (Berita Daerah Kabupaten
Rejang Lebong Tahun 2023 Nomor 700), diubah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.




]

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang

Lebong

Diundangkan di Curu
Pada tanggal & Vesember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,

YUS FAUZI

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal /& Desember 2023

BUPATI REJANG LEBONG,

-
— T —

SYAMSUL EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2023 NOMOR 730

PARAF
KOORDINASI

SEKDA
ASISTEN

KASUBBAG |

— DINAS [ |
|_PEMRAKARSA |

f
|

HADWAATA, Y. T
19721023 200212)008
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